
 

 

 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI XI DPR RI 

 

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA 
KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT 
STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), 
SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN 
EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK 
(LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI) 
 

Rapat Ke : 13 
 

Tahun Sidang : 2022-2023 
 

Masa Persidangan : II  
 

Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke-2 
Dengan : 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 

2. Menteri Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia. 

Sifat Rapat : Terbuka 
 

Hari, Tanggal : Kamis, 8 Desember 2022 
 

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai 
 

Tempat : Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I Lantai 1 
(hadir fisik) 

 

Ketua Rapat : Drs. H. KAHAR MUZAKIR  
(Ketua Komisi XI DPR RI) 
 

Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos 
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI) 
 

Acara : 1. Laporan Ketua Panja RUU tentang Penguatan dan 
Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK); 

2. Pembacaan Naskah RUU tentang tentang Penguatan dan 
Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK); 

3. Pendapat Akhir Mini Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah; 
4. Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I RUU tentang  

tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan 
(P2SK); 

5. Penandatanganan Naskah RUU tentang tentang Penguatan 
dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK). 

Hadir : 1. …  orang dari 54 orang Anggota Komisi XI DPR RI; 

2. SRI MULYANI INDRAWATI (Menteri Keuangan RI) beserta 
jajarannya; 

3. BAHLIL LAHADALIA (Menteri Investasi / Badan Koordinasi 
Penanaman Modal RI) beserta jajarannya; 
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I. PENDAHULUAN 
 
1. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Investasi / Badan 

Koordinasi Penanaman Modal RI dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI dan rapat 
dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 dan 
Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat 
pukul 14.23 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 

2. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Investasi / Badan 
Koordinasi Penanaman Modal RI diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan 
dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Keuangan RI dan Menteri Investasi / 
Badan Koordinasi Penanaman Modal RI kemudian dilakukan pendalaman/tanya 
jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI. 

 
 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 
  

Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Investasi / 
Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menyepakati : 
 
1. Ketua Komisi menyampaikan pengantar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan 

dan Menteri Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

2. Ketua Panja melaporan kepada Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan 
RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

3. Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Mini mengenai RUU tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai berikut : 

a. Pendapat Akhir Mini Fraksi PDIP dibacakan oleh Bapak Andreas Eddy Susetyo 
dan Fraksi PDIP menyatakan setuju RUU tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II 
(Rapat Paripurna DPR RI). 

b. Pendapat Akhir Mini Fraksi Golkar dibacakan oleh Bapak Mukhamad Misbakhun 
dan Fraksi Golkar menyatakan setuju RUU tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II 
(Rapat Paripurna DPR RI). 

c. Pendapat Akhir Mini Fraksi Gerindra dibacakan oleh Bapak Heri Gunawan dan 
Fraksi Gerindra menyatakan setuju RUU tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II 
(Rapat Paripurna DPR RI). 

d. Pendapat Akhir Mini Fraksi Nasdem dibacakan oleh Bapak Fauzi Amro dan 
Fraksi Nasdem menyatakan setuju RUU tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II 
(Rapat Paripurna DPR RI). 

e. Pendapat Akhir Mini Fraksi PKB dibacakan oleh Bapak Bertu Merlas dan Fraksi 
PKB menyatakan setuju RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna 
DPR RI). 

f. Pendapat Akhir Mini Fraksi Demokrat dibacakan oleh Ibu Harmusa Oktaviani dan 
Fraksi Demokrat menyatakan setuju RUU tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II 
(Rapat Paripurna DPR RI). 
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g. Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS dibacakan oleh Ibu Anis Byarwati dan Fraksi 
PKS menyatakan disetujui dengan catatan RUU tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II 
(Rapat Paripurna DPR RI). 

h. Pendapat Akhir Mini Fraksi PAN dibacakan oleh Bapak Ahmad Najib Qodratullah 
dan Fraksi PAN menyatakan setuju RUU tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II 
(Rapat Paripurna DPR RI). 

i. Pendapat Akhir Mini Fraksi PPP dibacakan oleh Ibu Wartiah dan Fraksi PPP 
menyatakan setuju RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna 
DPR RI). 

4. Berdasarkan hasil Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, Komisi XI DPR RI dengan 
Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR 
RI). 

5. Naskah Batang Tubuh dan Penjelasan RUU tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri 
Hukum dan HAM RI, Menteri Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, 
Menteri Koperasi dan UKM RI  dan perwakilan masing-masing Fraksi.  

 
III. PENUTUP 
 

Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Investasi / Badan Koordinasi 
Penanaman Modal RI ditutup pada pukul 17.34 WIB. 
 
 

Jakarta, 8 Desember 2022 
 
 

PIMPINAN KOMISI XI DPR RI 
KETUA RAPAT, 

 
 
 
 

Drs. H. KAHAR MUZAKIR 
 

MENTERI KEUANGAN RI, 
 

 
 

 
 

SRI MULYANI INDRAWATI 
 


